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ABSTRAK : -

Bahwa untuk menyempurnakan dan menyederhanakan proses bisnis dalam
penggunaan dan pergeseran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai penggunaan dan pergeseran anggaran pada Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dengan
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan dan
Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166,
TLN No.4916), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178), PP 45
Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No0.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah
dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No0.229, TLN No.6267), Perpres Rl
57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu Rl 217/PMK.01/2018 (BN
Tahun 2018 No0.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pergeseran anggaran belanja BA BUN meliputi pergeseran antarsubbagian
anggaran dalam BA BUN dan/atau pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA
K/L. Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja pegawai dilaksanakan
berdasarkan usulan menteri/pimpinan lembaga atau pejabat eselon |
kementerian negara/lembaga atas nama menteri/pimpinan lembaga kepada
Menteri Keuangan. Dalam hal Menteri Keuangan memberikan persetujuan
penggunaan anggaran BA 999.08, Direktur Jenderal Anggaran akan melakukan
pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L, pergeseran anggaran
antarsubbagian anggaran dalam BA BUN, atau mengalokasikan anggaran
melalui penerbitan DIPA BUN. Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab
secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber
dari BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L
terkait, melalui penerbitan SP SABA 999 .08. Peraturan Menteri ini berlaku
sepanjang ketentuan mengenai penggunaan anggaran BA 999.08, pergeseran
anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA
BUN), dan pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L diatur dalam Undang-
Undang mengenai APBN dan/atau APBN Perubahan.



CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI Nomor
208/PMK.02/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1959), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu Rl
Nomor 159/PMK.02/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1420), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 September 2020 dan
diundangkan pada tanggal 15 September 2020.

Lampiran halaman 25-39.



